













Keberadaan ASEAN merupakan suatu keputusan politik dalam situasi yang sedang bergerak dan tidak mantap sebagai akibat dari pertentangan-pertentangan diantara negara-negara ASEAN sendiri maupun dari perebutan pengaruh antara negara-negara adikuasa. Keadaan tersebut telah menciptakan dorongan besar kepada negara-negara ASEAN pada permulaan tahun-tahun berdirinya untuk memusatkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk menciptakan suasana bersahabat dan bebas dari sikap saling curiga mencurigai. Kawasan ASEAN yang stabil dan aman akan merupakan lahan yang subur bagi tumbuh-kembangnya pembangunan negara-negara ASEAN dan kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan diantara negara-negara ASEAN.	
Tak dapat dimungkiri, prinsip non-intervensi yang terdapat pada nilai-nilai ASEAN yang berkembang, seperti mementingkan ikatan kekeluargaan, stabilitas politik dan keserasian sosial, serta ketaatan kepada otoritas. Dan juga Deklarasi Bangkok, ZOPFAN dan yang lebih jelas yaitu Treaty of Amity and Coorporation (TAC) yang selama ini dijunjung tinggi telah banyak memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN.
Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Hal ini amat penting, mengingat sejarah menjelang pembentukan ASEAN yang diwarnai sejumlah konflik antarnegara bakal calon anggota ketika itu Indonesia vs Malaysia, Filipina vs Malaysia. Prinsip non-intervensi memberi pengakuan langsung atas eksistensi kedaulatan negara-negara anggota.
Jaminan pengakuan kedaulatan ini menjadi faktor penting terhadap meredamnya sikap saling curiga sesama negara anggota. Hilangnya sisa-sisa kecurigaan ini selanjutnya membantu tumbuhnya rasa saling percaya yang cukup tinggi antara anggota ASEAN. Hal ini penting, sebab rasa percaya timbal balik (mutual confidence) menjadi prasyarat eksisnya suatu organisasi regional beranggotakan negara dengan perbedaan kepentingan yang tak terelakkan.
Prinsip-prinsip dasar ASEAN yang berkembang yang selalu menekankan penghormatan kepada kedaulatan sebuah negara untuk tidak turut campur urusan domestik suatu negara memang sangat berpengaruh dalam perkembangan ASEAN. Prinsip non-intervensi telah memberikan peluang dan sebagai salah satu faktor utama bagi berkembangnya suatu kestabilan baik politik dan keamanan yang kemudian dapat menjamin perkembangan perekonomian di kawasan Asia Tenggara pada saat awal mula perkembangan organisasi regional ASEAN tersebut.
	Dalam prosesnya, prinsip non-intervensi juga telah berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap munculnya sejumlah konflik terbuka antara negara anggota ASEAN. Penghormatan terhadap apa yang dianggap menjadi urusan dalam negeri negara anggota lain secara tidak langsung ikut mencegah terjadinya salah persepsi antaranggota, karena tujuan utama pembentukan ASEAN adalah mencegah terjadinya konflik intraregional.​[1]​
Akumulasi dari kontribusi positif tersebut ikut mendorong keberhasilan ASEAN sebagai organisasi regional. Prinsip non-intervensi telah memberi kontribusi yang signifikan terutama pada tahap konsolidasi organisasi (tahun 1967 hingga pertengahan 1970) dan tahap pemantapan kerja sama (pertengahan tahun 1970 hingga pertengahan 1980). Prestasi inilah yang membuat negara-negara berkembang dikawasan lain melihat ASEAN sebagai salah satu model, contoh sukses organisasi regional.​[2]​
Dapat kiranya dipahami bahwa perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN akan merupakan pra-kondisi bagi berhasilnya baik usaha-usaha pembangunan negara-negara ASEAN maupun usaha-usaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi diantara ASEAN dan negara-negara mitra-wicara.
Kontribusi penting prinsip non-intervensi ASEAN seperti itu adalah sukses masa lalu setelah prinsip ini menjadi salah satu pilar pendukungnya. Tanpa berniat mengurangi kontribusi penting itu, haruslah diakui bahwa memasuki pertengahan dasawarsa ketiga usianya, situasi yang dihadapi ASEAN telah berubah, beragam masalahpun telah timbul tak dipungkiri lagi, seiring dengan bertambahnya usia itu, bertambah dan beragam pula persoalan yang dihadapi. Apalagi kini anggota sudah menjadi 10 dari awalnya lima.
Akibat dari akumulasi jumlah dan keberagaman masalah yang dihadapi ASEAN, prinsip non-intervensi yang selama ini dianggap sacrosanct, justru kerap dianggap menjadi “hambatan” terhadap persoalan-persoalan yang senyatanya memerlukan penyelesaian secara bersama dari sesama anggota, prinsip non-intervensi dalam skala itu memang merupakan ekspresi yang tidak bisa ditawar dari adanya pengakuan terhadap kedaulatan, sekalipun hal itu dalam penafsirannya, bisa dibelokkan untuk kepentingan domestik yang tidak bertanggung-jawab tanpa perlu campur tangan dari luar.​[3]​ 
Adanya tuntutan terhadap ASEAN agar segera mengevaluasi pelaksanaan prinsip non-intervensi sudah mulai dihembuskan awal tahun 1990-an. Argumennya, selain karena ASEAN telah berhasil melewati tahap konsolidasi organisasi dalam pemantapan kerangka kerja sama organisasi (yakni prinsip non-intervensi telah memberi kontribusi penting terhadap eksistensi ASEAN), saatnya telah tiba untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip makro pada langkah-langkah mikro yang lebih bersifat konkret.​[4]​
Disinilah muncul tantangan, sebab kebijakan mikro memang acapkali membutuhkan langkah-langkah kompromi terhadap sejumlah prinsip besar, semisal prinsip non-intervensi, apa yang ditunjukkan ASEAN semenjak pertengahan tahun 1990-an ialah keraguan pada sejumlah negara anggota untuk melakukan langkah kompromi terhadap prinsip non-intervensi yang telah dianggap berhasil mendukung eksistensi ASEAN.
Akibatnya, terdapat semacam dualisme antara tuntutan mengatasi sejumlah persoalan bersama yang sedang dihadapi di satu pihak dengan kekhawatiran terhadap lunturnya kerja sama ASEAN jika prinsip non-intervensi ini ditinggalkan di pihak lain. Soalnya kemudian ialah jika dualisme itu terus berlangsung, maka impian ASEAN untuk mewujudkan gagasan-gagasan besarnya melalui aksi-aksi konkret yang secara nyata menguntungkan negara-negara anggota akan justru semakin sulit terwujud.
Padahal, ukuran keberhasilan suatu organisasi semakin tinggi dilihat dari aksi-aksi nyata. Dalam tataran pemikiran demikian, kukuhnya ASEAN memegang prinsip non-intervensi justru dapat dilihat sebagai “hambatan” terhadap kerja sama ASEAN. Dan hal tersebut dapat memunculkan keraguan dunia internasional yang bisa saja kemudian mempertanyakan relevansi ASEAN kedepan sebagai organisasi regional yang menjadi institusi penggerak kemajuan negara-negara Asia Tenggara. Mempertimbangkan hal tersebut serta mengingat semakin kompleksnya persoalan-persoalan bersama yang bakal dihadapi ASEAN kedepan, sudah saatnya ASEAN tidak lagi menganggap prinsip non-intervensi sebagai satu yang tak dapat dikompromikan demi kemajuan ASEAN.
ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang cukup matang selama ini. Hal tersebut harus dapat diikuti oleh pengembangan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan saat ini dengan mempertimbangkan keadaan global dan kepentingan regional, seperti halnya sikap ASEAN dalam menyikapi permasalahan dalam negeri salah satu anggotanya, yaitu pemerintahan junta militer Myanmar, yang dinilai dunia internasional terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta adanya upaya dari pemerintah berkuasa untuk menghambat berdirinya sistem pemerintahan yang demokrasi di Myanmar. Sehingga negara tersebut mendapat tekanan dari negara-negara mitra ASEAN seperti Uni Eropa dan AS dengan mengisolasi Myanmar, bahkan mereka mengancam akan memboikot kepentingan-kepentingan ASEAN sehungan dengan akan terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN secara bergilir pada tahun 2006 berdasarkan alpabheta.
Secara langsung dan tidak langsung masalah tersebut mengganggu kepentingan ASEAN sebagai organisasi regional yang bertujuan memajukan kesejahteraan negara anggotanya, karena adanya ketergantungan ASEAN terhadap negara-negara mitra ASEAN tersebut.
Adapun di dalam tubuh ASEAN sendiri terdapat perbedaan pendapat diantara negara anggota dalam menyikapi masalah Myanmar. Dengan permasalahan Myanmar tersebut, melihat perkembangan global dan kepentingan regional yang juga berarti kepentingan negara dalam kawasan regional tersebut, dalam hal ini negara anggota ASEAN. 
Hal ini jelas dapat merugikan kepentingan ASEAN dalam menjalin hubungan kerjasama dan perdamaian dengan negara-negara mitra ASEAN. Oleh sebab itu ASEAN mau tidak mau harus menyikapi dengan adanya intervensi atas dasar kepentingan regional, yang mana menurut ASEAN kepentingan regional di letakan di atas kepentingan negara. Perlu disadari bahwa sikap keinginan intervensi ASEAN terhadap Myanmar, diakui atau tidak merupakan dampak dari intervensi asing terhadap organisasi regional tersebut.
ASEAN mempunyai perbedaan pandangan dengan negara-negara mitra ASEAN terutama negara-negara barat, dalam penyelesaian di Myanmar. Negara-negara barat lebih condong dalam menggunakan penekanan yang drastis terhadap Myanmar dengan melumpuhkan kemampuan perekonomian dan pertahanannya. Hal tersebut justru dianggap oleh ASEAN sebagai sesuatu yang bahkan akan menimbulkan perlawanan dari pihak Myanmar sendiri.
Harus dapat kita pahami mengapa Myanmar justru akan mengadakan perlawanan terhadap penekanan tersebut, karena melihat sejarah negara-negara Asia Tenggara yang pernah mengalami zaman kolonialisme, tentu saja mereka tidak akan mudah menyerah mengingat pelumpuhan perekonomian tersebut sama saja halnya dengan bentuk penjajahan yang berbeda bentuk. Lagipula lumpuhnya perekonomian di Myanmar akan menambah kesengsaraan rakyat Myanmar sendiri karena akan banyaknya pengangguran di Myanmar, justru pemerintahannya sendiri tidak akan terlalu merasakan krisis ekonomi tersebut.
Sebuah negara yang terdesak dan mengalami perekonomian yang sulit cendrung akan menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis dan kesewenang-wenangan. Negara harus tetap mendapatkan biaya untuk mengurus pemerintahan dan bangsanya dan jika sebuah negara tidak lagi mempunyai jalan yang legal dalam memenuhi kebutuhannya maka bisa saja sebuah negara mengambil jalan secara ilegal asal saja bisa memenuhi keperluan yang dibutuhkannya.
Hal ini terbukti seperti rumor yang berkembang dewasa ini bahwa Pemerintahan Myanmar terlibat dalam kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba, pencucian uang, prostitusi, penjualan wanita dan banyak lagi, hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketidak stabilan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan akan menambah berkembangnya penderita HIV/AIDS dan yang lebih mengkhawatirkan diduga Myanmar akan melakukan kerjasama militer dengan Korea Utara menyangkut pengembangan senjata nuklir. Tentu saja hal-hal tersebut sangat membahayakan kestabilan baik kawasan maupun dunia internasional.
Negara-negara ASEAN memang mulai terlihat risau dalam menghadapi permasalahan Myanmar, dan tampak bingung dalam penyelesaiannya itu terlihat dalam sikap masing-masing negara anggota yang berbeda bahkan saling bertentangan satu dan lainnya. Dalam hal inilah maka tampak dualisme tersebut antara negara-negara anggota seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Negeri Thai yang lebih memandang permasalahan itu lebih realistis mengingat kepentingan Organisasi regional ASEAN, sebaliknya Kamboja dan Laos mengambil posisi yang bersebrangan dengan lebih menekankan atas prinsip dasar ASEAN non-intervensi. Posisi beberapa negara anggota lainnya seperti Brunei Darussalam dan Vietnam belum begitu jelas. 
Tanpa bermaksud meninggalkan tradisi ASEAN seperti halnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Negeri Thai dan Singapura sebagai anggota ASEAN dan termasuk negara pendiri mengupayakan percepatan pembaharuan politik pemerintahan junta militer Myanmar. Dalam situasi regional dan global yang berubah, keempat negara menghendaki ASEAN terus menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan.
Terbukti dengan salah satu komunike penting hasil Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-36 di Phnom Penh, Kamboja pada 17 Juni 2003, yaitu desakan kepada Myanmar melaksanakan roadmap to democracy in Myanmar, pelaksanaan konvensi nasional yang inklusif, yang tentunya mengharuskan pembebasan Aung San Suu Kyi, dan ada kerangka waktu yang jelas, ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa.​[5]​  
Malaysia yang mendorong masuknya Myanmar sebagai anggota ASEAN tahun 1990-an, dengan harapan bisa mengembalikan demokrasi di negara itu, mendesak ASEAN untuk membuat kebijakan yang lebih tegas tentang penggabungan konstruktif seluruh elemen politik di Myanmar. Harus ada kerangka waktu untuk penggabungan konstruktif itu. Tidak bisa dibiarkan berjalan begitu dan begitu saja selamanya, ujar Nazri Abdul Aziz, seorang menteri di kantor Perdana Menteri Malaysia.​[6]​
Dari Bangkok Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga mengungkapkan bahwa ASEAN tidak bisa mengabaikan masalah demokratisasi di Myanmar. Ini adalah masalah yang perlu didiskusikan oleh ASEAN dalam upaya mencari sebuah solusi dan menunjukkan kepedulian kolektif kepada Myanmar agar mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian. 
Akan tetapi, usulan seperti yang disampaikan parlemen itu langsung ditentang negara anggota ASEAN lainnya. Kamboja dan Laos menegaskan, Upaya itu akan merusak kebijakan ASEAN dalam hal tidak turut campur urusan negara lain (non-interference).
Kamboja menilai segala aktivitas tersebut dapat memecah belah ASEAN, demikian disampaikan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Sementara suara ASEAN tampak terpecah, junta militer Myanmar tenang-tenang tanpa melakukan tindakan yang berarti. Aung San Suu Kyi tetap tidak dilepas dan road map demokrasi melalui konvensi nasional jalan di tempat. Bahkan, tidak mengubah keadaan sesuai janji-janjinya. ASEAN disudutkan dan bahkan mungkin menjadi sandera politik (political hostage) yang akan dibenturkan pada persoalan-persoalan baru yang memecah consensus sekaligus mempertaruhkan citra kelembagaanya.​[7]​
Sungguh ironis memang jika salah satu negara anggota ASEAN yang dikenal sebagai organisasi regional yang beranggotakan negara-negara pecinta damai ada salah satu anggotanya (Myanmar) yang terdapat berbagai macam pelanggaran kemanusiaan “Neo-Humanitarian” dan terlibat dalam kejahatan internasional “International Crimes”. Pada jaman keterbukaan dan kerjasama antar negara saat ini memang semua permasalahan dalam negeri suatu negara dapat berpengaruh pada negara lain, terutama permasalahan yang mengancam kestabilan itu sangat berpengaruh terhadap kawasan maupun internasional.
ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara harus mampu membantu dalam penyelesaian permasalahan Myanmar, karena jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berdampak luas dan mengancam perdamaian dan keamanan yang lebih beresiko dapat menimbulkan konflik terbuka. Jika ASEAN tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut justru akan mengundang intervensi asing. Bagaimanapun pelanggaran sebuah negara terhadap Neo-Humanitier dan International Crimes akan menarik perhatian negara-negara asing terutama negara-negara barat. 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diasumsikan karena tidak adanya Good Governance di dalam negara tersebut. Maka Good Governance dapat menjadi acuan untuk sebuah perubahan, pertanggungjawaban, supremasi hukum dan transparasi. Good Governance dengan segala aspeknya bisa berkembang dengan baik melalui pemerintahan yang demokrasi. Jadi antara good governance dengan segala aspeknya saling mempengaruhi terhadap sistim pemerintahan yang demokrasi.
ASEAN yang beranggotakan negara-negara dengan berbagai perbedaan ideologi dan sudut pandang memang cukup sulit untuk mengikatnya menjadi satu kesatuan yang solid. Terbukti dengan perbedaan pendapat antara negara-negara anggota ASEAN terhadap penyelesaian krisis di Myanmar. Harus ada penyatuan visi yang dapat menyatukan pemikiran negara-negara tersebut seperti tuntutan stabilitas keamanan dan perkembangan ekonomi secara bersama.
Perbedaan itu diharapkan hanya bersifat sesaat. Langkah penyesuaian diri menjadi sangat penting dan mendesak karena ASEAN semakin bersinggungan dan berinteraksi dengan negara atau organisasi lain di luar kawasan Asia Tenggara, masalah dalam negeri Myanmar kemungkinan akan memengaruhi ASEAN, kini dunia saling tergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam interaksi itu, diperlukan kekompakan dalam bersikap dari negara anggota ASEAN lainnya, agar dapat menyimpulkan kebijakan terhadap Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN terus didesak agar melakukan reformasi politik menuju demokrasi. Desakan itu bukan sekadar ikut-ikutan tekanan dunia internasional, tetapi sebagai langkah strategis untuk menghindari kerugian bagi ASEAN.
ASEAN lebih berpendapat dalam penyelesaian Myanmar memang memerlukan intervensi tetapi dalam bentuk keterlibatan konstruktif dengan tetap adanya penghormatan atas kedaulatan Myanmar sebagai negara merdeka. ASEAN akan membantu Myanmar melakukan perbaikan dalam negerinya dengan izin pemerintahan tersebut. Hal itu memang sangat sulit akan tetapi dengan perjalanan politik ASEAN berdasarkan konsensus-konsensu yang telah disepakati dan wajib untuk ditaati itu bisa saja terlaksana.
Padahal paling kurang sejak tahun 2000 pun Indonesia telah memelopori untuk menerapkan semangat enhanced interaction dengan membuka masalah domestik soal Aceh, Maluku, dan Irian Jaya dalam pertemuan SOM di Bangkok. Keterbukaan yang tulus dan justru pada akhirnya mampu merebut simpati dan dukungan dari sesama anggota ASEAN atas integritas NKRI.
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai peranan penting di ASEAN dipercayakan untuk dapat membantu penyelesaian masalah ASEAN terhadap Myanmar bersama anggota lainnya, oleh sebab itu Indonesia mengusulkan mengenai program keamanan ASEAN yaitu ASEAN Security Community-Plan of Actions (ASC-PoA) yang dihasilkan dalam Bali Concord II. Program keamanan tersebut tidak saja berdasarkan kekuatan militer tetapi melalui langkah yang lebih luas lagi dengan keselarasan antara perkembangan perekonomian keamanan dan kebuadayaan/informasi. Serta Vientianne Action Programmes (VAP) dalam KTT ke X di Laos tahun 2004.
Oleh karenanya, berbasis semangat enhanced interaction ini, melalui tiga pilar keseimbangan kerja sama baru ASEAN (Bali Concord II) dalam wujud rencana aksi ASEAN Security Community (ASC-PoA) serta Vientianne Action Programmes (VAP) yang dihasilkan dalam KTT ke X di Laos tahun 2004, kita sosialisasikan semangat keterbukaan, rasa kekitaan agar terbangun sebuah comfort level yang setara diantara sesama anggota sekalipun kita memiliki perbedaan dan penghormatan terhadap prinsip non-intervensi.​[8]​
Mengingat aturan main yang terdapat dalam ASC-PoA dan VAP banyak menyangkut mengenai permasalahan keamanan yang saat ini juga terjadi di Myanmar serta berbagai acuan permasalahannya. Seperti aturan main mengenai bentuk-bentuk kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, pelanggaran terhadap Neo-Humanitarian dan lainnya, hal-hal tersebut harus diupayakan penyelesaiannya secara bersama oleh negara-negara anggota tanpa kecuali. Dan juga penekanan terhadap komitmen ASEAN mengenai Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (KBSN-AT). Serta masih banyak lagi aturan-aturan yang dapat membantu penyelesaian permasalahan ASEAN terhadap Myanmar, seperti penggunaan High Council sebagai penengah dalam ASEAN.
Jika peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara baik dan tidak sekedar retorika belaka mungkin saja ASEAN dapat menjadi sebuah organisasi regional yang lebih baik. ASEAN harus mampu membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan dalam negerinya secara bersama. 
Karena sebenarnya keterlibatan secara konstruktif ASEAN terhadap Myanmar tidak bertentangan terhadap prinsip dasar non-intervensi, hanya saja pengertian prinsip non-intervensi lebih fleksibel sifatnya. Sebab krisis yang dialami oleh Myanmar mau tidak mau akan mengundang intervensi pihak asing, ASEAN sebagai keluarga besar Asia Tenggara justru salah jika membiarkan krisis di Myanmar menyebabkan terjadinya intervensi pihak asing. Oleh sebab itu ASEAN dan Myanmar harus bekerjasama untuk menghindarkan masuknya bentuk-bentuk intervensi asing ke Asia Tenggara.
ASEAN akan lebih salah jika mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Karena dikhawatirkan Myanmar akan mencari dukungan dari kekuatan luar seperti Korea Utara misalnya atau China yang notabene merupakan negara-negara komunis. Hal itu justru dapat mengakibatkan ketidakstabilan di Asia Tenggara.
Jika ASEAN mampu melalui serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya untuk kemajuan dan membuktikan kepada dunia internasional akan eksistensi serta kredibilitas ASEAN dalam mengelola kepentingan negara-negara anggotanya meskipun harus menghadapi dualisme antara upaya memajukan dan hambatan yang di hadapi ASEAN seperti dalam kasus Myanmar dan kebingungan ASEAN dalam mengambil sikap antara kepentingan ASEAN dan prinsip dasar non-intervensi yang terdapat di ASEAN, Insya Allah itu akan memicu kedewasaan ASEAN dalam menyikapi perkembangan global kedepannya. Dengan tetap mengedepankan dialog berdasarkan semangat kerjasama dan perdamaian regional diantara negara-negara Asia Tenggara.
Dengan melihat segala permasalahan diatas, dapat kita lihat bahwa suatu masalah tidak dapat kita lihat bahwa suatu masalah tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat dari beberapa sisi dan unsur-unsur pendukung dari masalah tersebut sangatlah penting bagi keakuratan pemecahan suatu masalah, kontribusi-kontribusi tersebut harus saling berkaitan dan saling  menunjang antara satu sama lain. 
Sebagai penstudi Hubungan Internasional dan mendasarkan kepada permasalahan yang tengah dikaji, maka penulis lebih menitik beratkan kepada bidang Politik Internasional, dengan tidak mengabaikan mata kuliah pendukung lainnya yang ada keterhubungan serta ikut memberikan andil terhadapnya.
Alasan penulis mengambil pokok bahasan Politik Internasional berlandaskan pada pendapat bahwa Iklim Politik Internasional sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik regional maupun domestik, organisasi regional, maupun perkembangan ekonomi suatu kawasan. Kebijaksaan Organisasi Regional maupun negara juga tidak terlepas dari interaksinya dengan negara lain, yang merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi regional tersebut maupun negara. Sebuah organisasi internasional atau negara akan dipandang kredibilitas dan eksistensinya jika mampu mengikuti perkembangan Politik Internasional yang sedang berlaku.
Selain itu pula, penulisan skripsi penelitian ini adalah guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung tahun akedemik 2004/2005. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul : “ PRINSIP DASAR ASEAN TENTANG NON-INTERFERENCE RELEVANSINYA DALAM MENYIKAPI PEMERINTAHAN JUNTA MILITER MYANMAR“

B.	Identifikasi Masalah
	ASEAN memiliki traktat persahabatan dan kerjasama yaitu Treaty of Amity and Coorporation (TAC) yang dibentuk pada tahun 1976. Traktat tersebut wajib ditandatangani dan dipatuhi oleh setiap anggota ASEAN. Traktat tersebut menandai kesepakatan ASEAN untuk menjamin kedamaian kawasan, stabilitas dan untuk memelihara perekonomian dan pertumbuhan sosial dan meningkatkan kebutuhan untuk kerjasama dengan seluruh bangsa pecinta perdamaian, dan juga terdapat penekanan prinsip non-intervensi.
	Adapun traktat tersebut meliputi:
1.	Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional.
2.	Hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan kekuatan eksternal, subversi dan paksaan.
3.	Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai.
4.	tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, dan mengembangkan kerja sama regional diantara negara-negara Asia Tenggara.
Karena berbentuk treaty, TAC tidak semata-mata pernyata politik, melainkan telah menjadi ketetapan legal dari Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 1971 dan Deklarasi Bangkok 1967.​[9]​
ASEAN merupakan organisasi regional yang berhubungan dengan dunia internasional, persoalan Myanmar menjadi satu isu besar bahkan menjadi batu sandungan bagi hubungannya dengan negara mitra wicara dan citra ASEAN. Kesulitan ASEAN dalam mengambil sikap tegas terhadap Myanmar sangat berkaitan dengan prinsip dasar non-intervensi.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1.	Apakah prinsip dasar non-interference ASEAN masih relevan pada saat ini?
2.	Bagaimanakah keterkaitan antara instrumentalitas ASEAN dalam penyelesaian konflik dan non-interference terhadap penyelesaian krisis Myanmar?
3.	Bagaimanakah ASEAN menyikapi prinsip dasar non-interference melihat kepada kasus Myanmar?
4.	Bagaimanakah dampaknya bagi masa depan ASEAN dalam menyikapi kasus Myanmar berkaitan terhadap mengevaluasi kebijakan non-interference?

1.	Pembatasan Masalah
	Mengingat kompleks dan luasnya permasalahan yang akan diteliti maka penulis akan membatasi pembahasan proposal skripsi ini pada Peranan ASEAN dalam menyikapi krisis di Myanmar dengan menggunakan instrument-instrumen ASEAN dan korelasinya antara non-interference versus flexible engagement guna mencapai tujuan dari suatu masyarakat ASEAN tahun 2020. Adapun periode yang akan diteliti adalah dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.

2.	Perumusan Masalah
Beranjak dari uraian diatas, dan guna memudahkan penganalisaan yang berdasarkan kepada identifikasi permasalahan dan pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam suatu research problem, sebagai berikut : “Sejauh mana prinsip dasar ASEAN non-interference mempengaruhi sikap ASEAN dan relevansinya dalam penyelesaian kasus Pemerintahan Junta Militer Myanmar?“

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.	Untuk mengetahui sejauh mana prinsip dasar non-interference ASEAN masih relevan pada saat ini.
b.	Untuk mengetahui dan menjelaskan keterkaitan antara ASEAN Security Community-Plan of Actions (ASC-PoA) serta Vientianne Action Programmes (VAP) dan non-interference terhadap penyelesaian krisis Myanmar
c.	Untuk mengetahui apakah prinsip dasar non-interference masih relevan dalam kebijakan ASEAN menyikapi permasalahan junta militer Myanmar.
d.	Untuk mengetahui implikasinya bagi masa depan ASEAN dalam menyikapi kasus Myanmar berkaitan terhadap mengevaluasi kebijakan non-interference.

2.	Kegunaan Penelitian
	Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a.	Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai panduan terhadap rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian sejenis.
b.	Memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Politik Internasional yang tentunya berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis.
c.	Untuk melengkapi salah satu syarat menempuh ujian Sarjana S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

D.	Kerangka Pemikiran dan Skema Kerangka Teoritis
1.	Kerangka Pemikiran
	Sebelum penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang fungsinya untuk menerangkan teori-teori yang mendukung penelitian, terlebih dahulu dikemukakan pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan untuk mencoba memahami permasalahan yang berkaitan dengan upaya ASEAN dalam menyikapi dualisme yang terjadi dalam organisasinya yang dipengaruhi oleh perkembangan Politik Internasional serta dapat mempengaruhi perkembangan Politik Internasional.
Pada masa sekarang ini, dunia internasional ditandai dengan semakin meningkatnya hubungan antar Negara, sehingga melahirkan pola hubungan interdependensi yang cukup tinggi.​[10]​
Hubungan yang melintasi batas wilayah nasionalnya disebut dengan hubungan internasional, sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di bidang Ilmu Hubungan Internasional, yang merupakan suatu disiplin ilmu yang masih muda usianya dan baru berkembang pada awal abad ke-20. Pada dasarnya studi Hubungan Internasional mempelajari pola perilaku aktor internasional, yakni Negara dan aktor non-negara dalam interaksinya satu sama lain.
Secara luas Trygive Mathisen menyatakan bahwa : “Hubungan Internasional mencakup semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia (all international aspect of human social life) yang dijabarkan kembali bahwa Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antarbangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara bertindak dan cara berpikir dari manusia”.​[11]​
Berikutnya Holsti, KJ memberikan pengertiannya mengenai Hubungan Internasional, yang menekannya saling keterkaitan Ilmu hubungan internasional terhadap aspek pendukung lainnya, mengatakan sebagai berikut: ”... Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”​[12]​
Kemudian Hubungan Internasional dapat juga memacu pada semua bentuk interaksi masyarakat negara-bangsa yang berbeda. T. May Rudi mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut: “Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dengan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun perorangan dari bangsa atau Negara lain“.​[13]​
Dilihat dari teori-teori diatas, kita dapat melihat bahwa pada hakekatnya Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi antar aktor internasioanl berupa negara atau non-negara yang saling mempengaruhi dari berbagai aspek yang dapat menghasilkan kerjasama atau konflik diantara aktor internasional tersebut. Hal ini pula yang telah memperjelas bahwa sikap isolasi diri bagi sebuah aktor internasional adalah hampir tidak mungkin dan tidaklah relevan pada saat ini. Dan harus juga kita sadari dari teori-teori diatas terdapat isu-isu yang sangat sensitif dari hubungan internasional diantaranya kedaulatan, power dan intervensi.
Munculnya berbagai definisi yang berbeda mengenai perangkat pengatur dalam politik internasional dan munculnya teori atau pendekatan yang berbeda serta perbedaan dalam tujuan dan tindakan suatu negara selama melakukan interaksi dengan negara lain ikut mempengaruhi perkembangan Politik Internasional. 
Kadang pengertian Politik Internasional selalu dikaitkan dengan pengertian Politik Luar Negeri. Perbedaan diantara kedua politik ini dapat dilihat pada tujuan negara, variabel yang mempengaruhi pilihan, dan teknik yang digunakan untuk mencapainya. Hal-hal tersebut berkaitan erat dengan pengkajian Politik Luar Negeri. Sedangkan dalam Politik Internasional lebih mempertimbangkan sistem internasional, deterrence serta perilaku para pembuat keputusan yang bersifat agresif, responsif dan kompensasif. Politik Internasional merupakan hubungan internasional atau lintas nasional, tetapi pengkaji politik internasional hanya tertarik terhadap hubungan tersebut hanya apabila terkait dengan hubungan antar pemerintah.​[14]​ 
Hubungan Internasional menampilkan berbagai macam kepentingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu aktor internasional terkadang akan memanfaatkan peluang-peluang guna memperkuat eksistensinya dalam sistim internasional. Dari bahasan lain dapat diketahui pula pengertian politik internasional menurut  Ahmad Dahlan Nasution adalah: “Politik Internasional lahir sebagai reaksi dari interaksi politik luar negeri. Bentuk perilaku negara yang responsif, agresif dan kompensasif yang menuju suatu realitas yang kemudian disebut sistem internasional“.​[15]​
Sedangkan dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu bangsa dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling pengertian. Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.Menurut Holsti, KJ., menyatakan kerjasama internasional sebagai berikut :
“Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi”.​[16]​
Saling ketergantungan antara negara satu dan negara lain didunia ini merupakan realita yang harus dihadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing–masing, maka terjalinlah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenai kerjasama internasional,  Koesnadi Kartasasmita mengemukakan :“Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.​[17]​
Dan selanjutnya dalam kerjasama hukum internasional dalam upaya memenuhi kepentingan nasional yang tertuang dalam kerjasama internasional akan terbentuklah organisasi internasional yang akan memberikan kemudahan bagi negara untuk mencapai tujuan-tujuannya itu.
Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. memberikan definisi Organisasi Internasional: “Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan manfaat timbal balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”​[18]​
Kemudian dijelaskan oleh Holsti, K.J dan kemudian Koesnadi Kartasasmita yang berpendapat bahwa kerjasama internasional dapat terbentuk dalam berbagai aspek dan karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda atau sama dalam pencapaian tujuan. Holsti, K.J, menjelaskan: ”Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan”.​[19]​
Koesnadi Kartasasmita: “Kerjasama Internasional terjadi karena Nation understanding dimana tiap negara mempunyai keinginan yang sama arah dan tujuannya serta didukung oleh kondisi Internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan tersebut tidak identik”.​[20]​
Holsti, K.J,: ”Kepentingan Nasional berkaitan erat dengan beberapa kumpulan cita-cita dan tujuan suatu bangsa, yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain“.(1992:168).​[21]​
Kerjasama Internasional dalam aplikasinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: ​[22]​
1.	Kerjasama Intra-Regional:
Merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan (region), seperti di Asia Tenggara yaitu ASEAN, di Timur Tengah Liga Arab, di Asia Selatan SAARC, di Amerika Utara NAFTA, di Amerika Latin LAFTA, di Trans Atlantik NATO (North Atlantic Treaty Organization), dan lain-lain.
2.	Kerjasama Inter-Regional: 
Merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan diantara negara-negara di kawasan lain, seperti kerjasama antara Eropa dengan Jepang.
3.	Kerjasama Multilateral dan Bilateral:
Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, sedangkan kerjasama bilateral adalah kerjasama hanya antara dua negara.
Kerjasama baik negara-negara bilateral, regional, dan multilateral dilaksanakan guna menggabungkan suatu kekuatan untuk mencapaikan tujuan-tujuan politiknya dengan negara-negara lain. Bentuk kerjasama tersebut dapat dikaitkan dengan penggolongan dalam setiap kawasan. Setiap kawasan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian dari studi kawasan menurut Teuku May Rudi bahwa:
”Penggolongan bagian-bagian dunia atas kawasan-kawasan (regions) dan sub-sub kawasan (sub-regions) atau penggolongan regional itu dipengaruhi dan ditentukan oleh bermacam-macam faktor geografis, faktor sosiologis, faktor politis atau interaksi antar negara, faktor kesamaan etnis-linguistik, faktor keterikatan atau komitmen terhadap masalah dan perkembangan kawasan/sub kawasan, serta keikutsertaan dalam organisasi kerjasama regional“.​[23]​

Dapat dikatakan bahwa peranan dan kedudukan mempunyai posisi yang saling menunjang yaitu peranan tidak dapat berfungsi tanpa adanya suatu kedudukan dan begitu pula sebaliknya tidak adanya kedudukan tanpa adanya peranan. Pengertian Peranan menurut Soejono Soekanto, yaitu: ”Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.​[24]​
Lebih lanjut Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa peranan mencakup pada 3 (tiga) hal, yaitu:​[25]​
1.	Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2.	Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3.	Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Dalam hubungan interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting atau dominan adalah melakukan suatu peranan tertentu. Dalam banyak hal, individu ataupun kelompok didalam interaksi sosialnya lebih mementingkan suatu kedudukan dari pada peranan, sehingga hal ini menimbulkan hubungan-hubungan yang berat sebelah.
ASEAN merupakan salah satu bentuk organisasi yang berada dikawasan Asia Tenggara. Dalam ASEAN terdapat beberapa kesamaan tujuan, kesamaan latar belakang sejarah. Dapat dikatakan didalam ASEAN terdapat suatu keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang lebih maju, mandiri dan damai. ASEAN dalam melaksanakan misinya berpijak kepada Deklarasi Bangkok, yaitu:​[26]​
1.	Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2.	Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum didalam hubungan antar negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
3.	Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dibidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4.	Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dalam penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi.
5.	Untuk bekerja sama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka.
6.	Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7.	Untuk lebih memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat diantara mereka sendiri.
Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ASEAN lebih banyak membahas mengenai masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial. Dilihat dari maksud dan tujuan utama ASEAN: ”ASEAN termasuk Coorperative Organization, dimana setiap anggota dianggap sederajat dan mempunyai kedaulatan masing-masing. Kegiatannya difokuskan pada kerjasama disemua bidang antara negara anggota pada khususnya dan demi perdamaian umat manusia”.​[27]​
Dalam memajukan ASEAN secara signifikan diperlukannya tindakan-tindakan yang konkret, yang dapat menghasilkan sesuatu yang terasa, baik dalam hal ekonomi, politik dan sosial. ASEAN harus mampu menjadikan negara-negara anggotanya sejajar dengan negara-negara maju serta mampu memposisikan organisasi ASEAN sebagai organisasi yang berpengaruh dalam sistim internasional baik dalam hal ekonomi, politik dan sosial. 
Dalam menuju hal-hal tersebut ASEAN masih terdapat hambatan-hambatan. ASEAN kadang-kala terjebak dalam  situasi yang membingungkan. Seperti halnya ASEAN dengan prinsip dasar non-intervensi, dalam memajukan kawasan diperlukannya stabilitas kawasan, stabilitas kawasan dapat terbentuk dengan adanya stabilitas domestik dari tiap-tiap negara di kawasan tersebut serta stabilitas domestik dan stabilitas kawasan memiliki benang merah terhadap stabilitas internasional yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam memenuhi kepentingan stabilitas kadang kala diperlukan intervensi yang sangat bertentangan terhadap prinsip dasar ASEAN non-intervensi.  
Kembali di tegaskan dalam ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971 dalam kesempatan Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN. ZOPFAN merupakan sikap ASEAN untuk tidak mau menerima peranan yang terlalu dominan dari negara-negara besar dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara dan prinsip penyelesaian persoalan dituangkan didalam Treaty of Amity and Coorporation in Southeast Asia (TAC) pada KTT ASEAN I di Bali.​[28]​ Prinsip-prinsip tersebut pada pokoknya berisi janji untuk: ”Berusaha mencegah timbulnya persengketaan serta menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman dan senantiasa akan menyelesaikan persengketaan antara mereka melalui perundingan yang bersahabat”.​[29]​
Agar mendapatkan pengakuan lebih luas oleh masyarakat internasional terhadap TAC, negara-negara anggota ASEAN secara terpadu berhasil menggalang dukungan negara-negara PBB melalui penerimaan secara konsensus Resolusi Majelis Umum PBB nomor 47/53 B paragraph 8, 9 Desember 1992. Resolusi tersebut menyatakan bahwa:
”Menerima tujuan dan prinsip-prinsip TAC dan ketentuan-ketentuannya mengenai penyelesaian sengketa regional secara damai dan mengenai kerjasama regional untuk mencapai perdamaian, persahabatan dan hubungan baik antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara, sesuai dengan Piagam PBB, yang selaras dengan perkembangan keadaan saat itu untuk meningkatkan kerjasama regional dan internasional”.​[30]​

Dalam perkembangan sejarah dan politik internasional pasca-Perang Dunia II, konflik-konflik antarbangsa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional menjadi tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai amanat Piagam PBB. Sebagaimana diatur dalam (Bab 1 Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB): “tidak ada suatu ketentuan pun yang memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara (prinsip non-interference)”.​[31]​
Namun, perlu diingat, pertikaian antaretnis di negara-negara seperti Bosnia, Chehnya, Rwanda, Burundi, Somalia, maupun Siera Leone telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang mengkhawatirkan. Tak pelak lagi, konflik-konflik itu menarik perhatian masyarakat internasional dan melibatkan operasi pasukan perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations). 
Mengapa PBB dapat melibatkan diri dalam konflik-konflik internal di wilayah-wilayah itu? Padahal sesuai Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB seperti dijelaskan di atas, tidak ada ketentuan yang dapat memberi wewenang kepada PBB untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara (prinsip non-intervensi).
Dalam (Bab VII Pasal 39 dari Piagam PBB) dijelaskan: “Dewan Keamanan PBB akan menentukan ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional“.​[32]​
Dengan demikian, dari segi prosedural, Piagam PBB memberi "keleluasaan" ketentuan-ketentuan yang memungkinkan PBB melibatkan diri pada pertikaian internal yang terjadi di suatu negara, bila dipersepsikan konflik internal itu dapat berdampak luas dan mengancam perdamaian dan keamanan regional/internasional. Tentunya, keterlibatan PBB ini setelah melalui prosedur yang berlaku di badan dunia ini dan telah memperoleh persetujuan dari negara bersangkutan yang menghadapi konflik internal itu. Dengan kata lain, PBB tetap menjaga prinsip kedaulatan nasional dari negara bersangkutan.
Namun, perlu disadari pula, keterlibatan PBB melalui pasukan perdamaian di negara-negara itu, pada hakikatnya tidak semata-mata keinginan pemerintah negara bersangkutan. Disadari atau tidak, keterlibatan PBB tidak lepas dari kepentingan beberapa negara (Kuat) yang memanfaatkan "keleluasaan" dari pasal-pasal Piagam PBB.
Banyak pihak mengkhawatirkan intervensi asing di Myanmar. Apalagi bila itu dilakukan negara-negara Barat yang belakangan gencar mengkampanyekan humanitarian intervention, yaitu kegiatan "campur tangan" terhadap urusan dalam negeri suatu negara dengan alasan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik-konflik internal di suatu negara sering dilatar belakangi skenario tertentu, yang mungkin tidak disadari negara yang bersangkutan.​[33]​
Teori Konflik bermula dari pandangan Karl Marx dan diikuti oleh Weber. Marx berpendapat bahwa konflik bukan semata-mata sebagai satu cara analisa sosiologi tetapi merupakan satu cara reformasi sosial.  Bagaimana ketegangan yang berpuncak pada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan. Teori ini akan mengkaji bagaimana hubung antara konflik dan perubahan.  Ketegangan dan konflik akan menyumbang kepada perubahan sosial.  Perubahan boleh berbentuk revolusi atau adaptasi.​[34]​ 
Sementara itu George Simmel, konflik ialah sesuatu yang semula jadi dalam sesuatu masyarakat.  Lewis Coser pula mengatakan bahwa sesuatu konflik itu boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial. Brinkerhaff and White(1989) merumuskan 3 andaian penting dalam teori konflik:​[35]​ 
1)	Konsep dialektik - evolusi bukan proses utama kepada perubahan sosial tetapi konflik yang menghasilkan perubahan sosial.
2)	Determinisme ekonomi - asas kepada perubahan sosial ditentukan oleh faktor-faktor persaingan ekonomi.
3)	Aktiviti sosial - tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial. 
Max Weber, dipengaruhi oleh Karl Marx tetapi menolak konsep Marx. Contohnya menolak konsep materialisme sejarah Marx. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan.  Tidak setuju dengan revolusi dan mengkritik sosiolisme. Proses rasionalisasi dunia moden barat berkembang berasaskan rasionalisasi. Dunia lain terbantur perkembangannya kerana halangan kuasa. Beliau mempersoalkan pendapat Marx yang mengatakan ciri-ciri semua institusi sosial adalah berpuncak oleh faktor ekonomi.  Menghujahkan bahwa perubahan sosial bukanlah kerana konflik kelas tetapi pelbagai faktor lain.​[36]​
Menurut pandangan teori ini masyarakat berada dalam keadaan berubah-ubah, berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing.  Kumpulan yang kuat atau lebih berkuasa boleh memaksa kelompok yang lemah untuk menerima nilai-nilainya. Mengikut teori ini terdapat tiga perkara penting yang berlaku dalam masyarakat yaitu konflik, perubahan dan paksaan.
Tahapan dari munculnya konflik dimulai dengan munculnya masalah dimana masalah tersebut antara lain adanya kepentingan negara-negara. Seperti yang dikemukakan oleh K.J. Holsti, bahwa:
”konflik adalah suatu tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari berbagai sebab seperti pertentangan, tuntutan masalah... konflik tersebut biasanya disebabkan pertentangan pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau pertahankan wilayah teritorial, keamanan, ...perilaku konflik merupakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh suatu negara dengan kepentingan negara lain.”​[37]​
Dalam konflik terdapat pihak-pihak yang berusaha ingin mempertahankan status quo, sehingga disini yang ofensif dapat dibedakan dengan jelas. Menmurut, memberikan beberapa tingkatan secara umum menganai terjadinya konflik, antara lain:​[38]​
1.	Adanya suatu tuntutan atau tindakan agresif dari pihak ofensif kepada pihak defensif.
2.	Pihak defensif kemudian memberikan respon atau tanggapan kepada pihak ofensif berupa tindakan penolakan atau penyangkalan.
3.	pihak ofensif kembali memberikan respon membenarkan tuntutan atau tindakannya sesuai dengan berbagai kriteria, seperti: sejarah, hukum, moral, ideologi, sehingga tuntutan atau tindakan agresif tersebut tetap dipertahankan.
4.	Pihak defensif kemudian memberikan alasan-alasan yang cukup kuat untuk kembali menolak penyangkalan tuntutan atau tindakan ofensif dari pihak ofensif. Pada tahap ini biasanya pihak ofensif masih tetap mempertahankan kebaradaan tuntutan atau tindakan agresifnya.
5.	Pada tahap ini pihak ofensif terus mempertahankan tuntutan dan tindakan agresifnya kepada pihak defensif berupa ancaman atau tindakan simbolis untuk menekan pihak defensif.
6.	Pihak defensif kembali melakukan penolakan dalam bentuk protes atas kecaman sampai pada tindakan balasan serupa atau mencari usaha penyelesaian damai.
Dalam kasus Myanmar terhadap dunia internasional dapat dikaitkan dengan dasar penyebab konflik berupa: Imperialisme tidak terbatas. Dalam konflik ini negara berusaha menghancurkan kedaulatan dengara lain, biasanya dengan maksud ideologi, keamanan dan perdagangan; Konflik pembebasan. Hal ini seperti perang revolusionis yang dilakukan oleh suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, biasanya dilatarbelakangi alasan etnis atau ideologi; Konflik yang disebabkan tujuan pemerintahan untuk mempersatukan negara yang terpisah.​[39]​
Konflik mencakup tindakan diplomatik, propaganda, perdagangan atau ancaman dan sangsi militer yang dilakukan satu atau beberapa negara terhadap negara lain. Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik merupakan perpaduan yang ditimbulkan dari berbagai sebab antara lain, pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu.
Secara umum target konflik yang terjadi dalam hubungan interaksi negara baik bilateral maupun internasional terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: konflik dengan sasaran keseimbangan (Balancing Objective Conflict) dan konflik dengan target hegemoni (Hegemoni Objective Conflict). Tujuan konflik dengan sasaran keseimbangan (Balancing Objective Conflict) adalah dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang seimbang dalam suatu permasalahan yang dipertentangkan. Perluasan wilayah dari suatu negara atau misi ekspansionisme adalah salah satu contoh dari konflik dengan sasaran keseimbangan. Sedangkan tujuan konflik dengan sasaran hegemoni (Hegemoni Objective Conflict) pada intinya adalah keinginan untuk mendominasi dari pihak pertama yaitu ofensif. Konflik dengan sasaran hegemoni ini sering dilatarbelakangi oleh keadaan masa lampau atau sejarah etnis, agama maupun ideologi.
Sudah merupakan suatu ketentuan hukum bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.
Lebih lanjut dikatakan oleh K.J Holsti yang menjabarkan pengertian penyelesaian konflik sebagai berikut: ”Dengan kata lain, istilah “hasil“ atau ”penyelesaian“ berarti setiap bentuk akhir setelah usai konflik, tanpa mempermaslahkan bagaimana bentuk akhir tersebut diperoleh“.​[40]​
Andaikata "intervensi kemanusiaan" dari negara-negara Kuat menimbulkan kekhawatiran seperti di atas, mungkin Myanmar perlu memikirkan meminta bantuan negara-negara tetangga di ASEAN. Kendati sejauh ini, ASEAN belum mengenal mekanisme "pasukan perdamaian atau misi perdamaian ASEAN", ASEAN memiliki cara sendiri dalam menghadapi isu-isu serupa seperti Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). ASC bukan merupakan pakta pertahanan, aliansi militer, atau "kebijakan luar negeri bersama. ASC akan tetap memperhatikan kedaulatan tiap negara anggota. Terutama dalam melaksanakan kebijakan luar negeri serta pengaturan pertahanan masing-masing. ASC juga akan tetap memperhatikan keterkaitan ASEAN secara politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Ditekankan, ASC harus sepenuhnya menggunakan lembaga dan mekanisme yang sudah ada dalam ASEAN dan bertujuan memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam memberantas serta mencegah terorisme dan kejahatan lintas batas. ASC juga harus berfungsi memberikan jaminan agar kawasan Asia Tenggara tetap bebas dari semua senjata pemusnah massal. Para pemimpin juga menekankan pentingnya ASC untuk memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu sebagai motor utama Forum Regional ASEAN (ARF). 
High Council dan TAC, para pemimpin ASEAN menekankan, kedua instrumen itu akan menjadi unsur penting ASC. Terutama mengingat High Council mencerminkan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan semua perbedaan, sengketa, dan konflik secara damai. Cara-cara ASEAN tersebut dapat dibuktikan dengan ASEAN telah menjadi organisasi regional yang relatif berhasil menciptakan dan meningkatkan kerja sama diantara anggotanya. ASEAN juga berhasil memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara selama lebih dari tiga dekade.​[41]​
Perkembangan situasi di negara-negara ASEAN dan situasi Internasional kiranya perlu terus diamati dan diantisipasi, terutama dalam perkembangan dunia yang berubah cepat dan transparan akibat globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang diwarnai isu-isu utama seperti demokratisasi, hak asasi manusia, terorisme dan pemerintahan yang bersih. 
Krisis kemanusiaan pada suatu negara harus selalu diwaspadai, apalagi jika diasumsikan krisis tersebut dapat melebar dan berpengaruh pada kawasan sekitar. Krisis demestik suatu negara yang meluas merupakan suatu ancaman stabilitas kawasan dan dapat mengundang tindakan kekuatan luar untuk turut campur. Krisis yang terjadi di Myanmar dapat meluas dan menciptakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Untuk itu, ASEAN perlu memikirkan kembali penggunaan "prinsip non-intervensi" yang selama ini senantiasa dijadikan pedoman menghadapi masalah-masalah dalam negeri yang terjadi di suatu negara anggotanya. 
Seperti pernah dilontarkan Menteri Luar Negeri Thailand, ASEAN patut mempertimbangkan prinsip baru, constructive engagement atau "keterlibatan konstruktif", yang dimaksudkan tidak untuk mencampuri tetapi secara aktif membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Prinsip ini berlaku andaikata negara yang menghadapi persoalan dalam negeri dan berdampak luas menjangkau kawasan tetapi di lain pihak merasa atau dianggap tidak sanggup menangani sendiri. Kandungan prinsip ini sebenarnya pernah dilakukan dalam penanganan kasus kebakaran hutan di Indonesia yang dampaknya juga dirasakan anggota ASEAN lainnya seperti, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Kiranya ASEAN dapat mempertimbangkan prinsip "keterlibatan konstruktif". 
Mungkin, negara anggota ASEAN sebenarnya berniat membantu Myanmar untuk menyelesaikan masalah Road Map to Democrasi ”Peta Demokrasi“ dan pelanggaran HAM, namun ASEAN masih terpaku "prinsip non-intervensi" dan pada umumnya negara-negara ASEAN seperti Myanmar misalnya belum mau secara terbuka meminta bantuan negara-negara anggota ASEAN.
Dengan melihat kerangka pemikiran diatas, dapat ditarik konklusi bahwa ASEAN  dalam menyelesaikan masalahnya menyangkut kasus Pemerintahan Junta Militer Myanmar diperlukan suatu niat politik (political will) yang mampu menerapkan prinsip dasar non-intervensi secara lebih fleksibel hingga tercipanya mekanisme regional dengan mengimplementasikan segala aturan dan lembaga ASEAN secara kompeten dalam urusan keamanan seperti TAC dan High Council, ASC-PoA dan VAP serta ARF untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi dampak lebih luas dari sebuah konflik internal yang terjadi di suatu negara anggota ASEAN.
Andaikata formatnya tidak harus berbentuk seperti ASEAN Peace Keeping Operations atau ASEAN Peace Mission, mungkin dapat diupayakan pengaturan-pengaturan untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang harus ditangani menurut cara yang sesuai bagi kawasan bersangkutan, asal pengaturan-pengaturan ini sesuai Piagam PBB. Oleh karena, mekanisme kesepakatan kawasan seperti ini telah diatur dalam Bab VIII Pasal 52 dari Piagam PBB.
Meminta bantuan kepada sesama anggota ASEAN mungkin "lebih terhormat" dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Mengingat selama ini kerja sama yang terjalin di antara sesama negara anggota ASEAN senantiasa dilandasi niat baik, ketulusan, dan semangat solidaritas ASEAN. Apalagi jika melihat kasus Indonesia dengan pengalaman yang terjadi di Timtim, akibat adanya intervensi asing dari luar kawasan.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis juga mencoba mengemukakan beberapa asumsi  sebagai berikut :
1.	Masalah lain yang perlu didiskusikan adalah peninjauan kembali prinsip non-interference ASEAN. Prinsip ini tidak boleh diterapkan secara kaku, dalam artian jika ada satu atau beberapa negara anggota yang mengalami masalah internal di dalam negeri, hendaknya ada upaya dan partisipasi aktif dari negara lain untuk membantu mengatasinya seperti yang terjadi di Myanmar saat ini. Prinsip non-interference ini masih layak untuk dipertahankan namun dalam implementasi teknisnya perlu mendapat beberapa perbaikan.
2.	Disadari atau tidak, dalam era keterbukaan sekarang ini, masalah yang melanda satu negara akan berdampak terhadap negara lain, apalagi negara tetangga yang berada di satu kawasan. Krisis di Myanmar telah berdampak negatif terhadap regional dan mempengaruhi perkembangan ASEAN dan hubungan ASEAN dengan negara mitra.
3.	Penyikapan ASEAN secara aktif untuk membantu perbaikan di Myanmar dapat menjadi tolak ukur relevansi ASEAN kedepan sebagai organisasi regional yang memiliki entitas secara nyata di kawasan Asia Tenggara.






















E.	Hipotesis dan Operasional Variabel dan Indikator
1.	Hipotesis
	Berdasarkan dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran sebelumnya yang penulis kemukakan, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :













2.	Operasional Variabel dan Indikator
Variabel dalam (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi(Analisis)
Variabel bebas:Jika ASEAN mampu mengimplementasikan instrumentalitas penengah konflik ASEAN dengan baik dan menggunakan prinsip non-interference secara fleksibel	Adanya perangkat dan konsensus dalam ASEAN untuk penyelesaian konflik.Adanya perubahan global dan pergeseran nilai terhadap prinsip non-interference.	terdapat perangkat dan konsensus dalam ASEAN sebagai mekanisme penyelesaian konflik.terdapat perkembangan global terhadap neo-humanitier interference dan eradication to international crimes.
Variabel Terikat:maka ASEAN akan mampu membantu Myanmar keluar dari krisis dengan didasari oleh Political Will dengan Enhance Constructive engagement antara negara-negara ASEAN dengan tetap mengupayakan Confidence Building Measures dapat dijadikan manifestasi dalam upaya menuju komunitas keamanan ASEAN 2020	Political Will ASEAN dalam constructive engagement terhadap kemajuan Myanmar.Confidence Building Measures berguna bagi ASEAN dalam Preventive Diplomacy dalam konflik regional. Keamanan ASEAN perlu ditingkatkan menjadi sebuah Komunitas Keamanan kawasan ASEAN.	Adanya salah satu hasil dari AMM mengenai desakan terhadap Myanmar.stabilitas keamanan dalam ASEAN ditentukan oleh sikap saling percaya antara negara anggota ASEAN.Adanya konsensus kerjasama ASEAN menuju Komunitas Keamanan ASEAN 2020
F.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.	Metode Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :
a.	Metode Deskriptif Analitis yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai situasi tertentu dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti.
b.	Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa kejadian–kejadian di masa lampau secara generalisasi di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya di masa yang akan datang.
2.	Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan teknik pengumpulan data melalui :
a.	Studi kepustakaan, yaitu usaha mencari data dan mengumpulkan data serta  informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku–buku, majalah–majalah, harian umum, artikel–artikel, laporan–laporan, maupun catatan–catatan penting tentang hal–hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis, untuk memperoleh bahan yang bersumber dari pustaka adalah dengan mengunjungi instansi–instansi yang terkait untuk memperoleh bahan sebagai sumber penulisan skripsi ini.
b.	Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan orang–orang yang terkait, yang diarahkan pada permasalahan yang tengah diteliti. Penulis disini juga selain berdasarkan studi pustaka juga dengan wawancara dengan orang yang berkepentingan, tetapi hanya yang sifatnya informal. Sumber: Teuku May Rudy, Awang Munawar, Kunkunrat, Aswan Haryadi
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